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Pasal 106 ayat (4) huruf c UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) disebutkan bahwa setiap
orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas. Pasal 287 ayat
(2) UULLAJ disebutkan bahwa sanksi bagi pelanggarnya adalah pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak
Rp. 500.000,-. Namun dalam praktiknya meskipun perbuatan tersebut diancam dengan hukuman kurungan, tetapi perbuatan
tersebut masih banyak terjadi di wilayah hukum Kota Banda Aceh.
Tujuan penelitian ini adalah  untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap alat pemberi isyarat lalu lintas
(APILL) oleh pengguna jalan, hambatan dalam penanggulangan pelanggaran terhadap APILL oleh pengguna jalan, dan upaya yang
dilakukan dalam menanggulangi pelanggaran terhadap APILL oleh pengguna jalan.
Untuk memperoleh data dilakukan studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Studi kepustakaan untuk memperoleh data skunder
yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan. Penelitian lapangan dilakukan cara
dengan mewawancarai kepada responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya Pelanggaran terhadap APILL oleh pengguna jalan di Kota Banda
Aceh adalah faktor individu pengemudi (buru buru, tidak sabar menunggu, jalan sepi, cuaca, ikut ikutan, dan kebiasaan), faktor
petugas tidak ada yang berjaga, serta faktor lampu APILL tidak menyala. Hambatan dalam penanggulangan pelanggaran terhadap 
APILL di Kota Banda Aceh oleh pengguna jalan adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kebiasaan buruk masyarakat,
padamnya alat pemberian isyarat lalu lintas, masih kurangnya professional aparat penegak hukum, rasa takut ketika ada petugas
kepolisian, dan sikap ikut-ikutan atau meniru perbuatan salah. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi pelanggaran
terhadap APILL oleh pengguna jalan di Kota Banda Aceh adalah memberikan sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ,
mengadakan ruang henti khusus roda dua (RHK), launching informasi lalu lintas melalui raido, pemasangan text banner,
pesan-pesan keselamatan lalu lintas melalui suara di perempatan lampu merah, dan operasi rutin.
Disarankan kepada pemerintah Kota Banda Aceh agar menyediakan sarana dan prasarana khususnya lampu APILL supaya tidak
padam, dan diharapkan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya bersikap professional. Disamping itu pula disarankan
kepada pemerintah melalui instansi terkait pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh untuk menerapkan sanksi
kepada pelanggar.
